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ABSTRAK 
 
 
RAHMAT SUCI, B 121 12 164, ”Tinjauan Hukum Tugas Kepegawaian 
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan” di bawah bimbingan Marwati Riza  dan Muh. Hasrul 
 
 Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua 
Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk 
membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya. Asisten Ombudsman merupakan satu-satunya pegawai 
Ombudsman yang diangkat atau diberhentikan oleh ketua Ombudsman 
berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 
bagaimana pelaksanaan tugas serta hak dan kewajiaban Asisten 
Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui tindak lanjut 
rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asisten Ombudsman dalam 
melaksanakan tugasnya sudah sejalan berdasarkan peraturan yang 
berlaku, namun pada Hak dan Kewajiban Asisten Ombudsman masih 
belum bisa diketahui dikarenakan tidak adanya peraturan yang berlaku 
untuk saat ini yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Asisten 
Ombudsman. Karena dalam Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 
tersebut justru meniadakan norma yang mengatur tentang hak dan 
kewajiban asisten ombudsman, padahal sebelumnya peraturan 
ombudsman No 1 Tahun 2009 justru mengatur tentang hal tersebut. Akan 
tetapi, dengan adanya Pasal 15 Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010, 
membuat Peraturan Ombudsman No 1 Tahun 2009 menjadi tidak berlaku. 
Hal ini mungkin bisa dijadikan bahan acuan atau patokan untuk 
Ombudsman Republik Indonesia agar demi tercapainya suatu tujuan 
Negara yang lebih baik terkhususnya demi kinerja Asisten Ombudsman 
agar jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. 
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ABSTRACT 
 
 
RAHMAT SUCI, B 121 12 164, ”Tinjauan Hukum Tugas Kepegawaian 
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan” under guidance  Marwati Riza  dan Muh. Hasrul 
 
 Ombudsman”s assistant is an employee who has been appointed by 
the chief of Ombudsman based on the meeting approval members for 
helping ombudsman to running the function, task, and autorithy. 
Ombudsman’s assistant is the one of employee who is appointed or 
dismissed by the cief of ombudsman based on the meeting approval 
members 
This research aims to take the description about how task carry out, 
right and obligation of ombudsman's assistant Indonesian republic and to 
follow up the recommendation of ombudsman Indonesian republic. 
The result of this research show how ombudsman’s assistant carries 
out their duty running as well based on the applicable regulation, however 
right and obligation still unknown, becasuse there is no applicable regulation 
that explain about rights and obligations of Ombudsman’s assistant. 
Because in ombudsmand regulation number 5 of 2010 negate the governing 
norm about rights and obligations of ombudsman’s assistant. But in the 
regulation number 1 of 2009 precisely govern. However, with the existence 
of article 5, ombudsman regulation number 5 of 2010 make the regulation 
number 1 of 2009 not applicable. It can be used as reference for 
ombudsman of Indonesian republic in order to achieve a better country’s 
goal, especially performance of ombudsman assistant much better in the 
future. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada era orde baru 
diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadnyai korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. sehingga diperlukan reformasi birokrasi 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, jujur, bersih, 
terbuka, bebas dan adil terkendali. Praktik Korupsi Kolusi Nepotisme sangat 
sulit untuk dihilangkan, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat semakin 
sukar untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya sebagai 
seorang warganegara. Bentuk dari kekecewaan tersebut mendorong 
masyarakat, khususnya mahasiswa dan kaum terpelajar, untuk melakukan 
gerakan reformasi pada tahun 1998 yang terjadi hampir diseluruh pelosok 
daerah di Indonesia. 
Salah satu alasan dari diadakannya reformasi adalah diharapkan 
adanya perubahan mental dan kultur birokrasi dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Keinginan ini kemudian menjadi dorongan 
berbagai kalangan masyarakat untuk mendirikan berbagai lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang mengawasi kinerja pemerintahan, seperti 
Indonesian Corruption Watch. Sistem Pengawasan eksternal yang 
dilakukan oleh berbagai LSM, mahasiswa dan komponen demokrasi 
lainnya memiliki fungsi terbatas sebagai lembaga yang tidak secara 
langsung berpengaruh terhadap struktur birokrasi dan kekuasaan. Pada 
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saat yang sama, lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan internal juga tidak bekerja secara maksimal, bahkan bertindak 
tidak lebih sebagai alat pelindung pejabat publik yang malah melakukan 
penyimpangan. 
Dalam kondisi seperti ini, rasa keadilan masyarakat menjadi 
berkurang, di saat yang sama masyarakat dihadapkan pada suatu kondisi 
kehidupan perekonomian yang sangat sulit, keadaan tersebut merupakan 
awal mula terbentuknya pandangan negatif terhadap pemerintah dan 
institusi kenegaraan lainnya sehingga menimbulkan dampak yang menuju 
pada keadaan anti sosial yang tidak percaya kepada pemerintahan. 
Dengan dimulainya era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan efektif menjadi harapan setiap warga negara.Hal inilah 
yang menjadi  tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak mereka kurang 
mendapat perhatian dan pengakuan secara layak, padahal pelayanan  
kepada masyarakat dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek 
yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis 
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, 
kepastian hukum dan kedamain.1 
Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 
yang berbunyi: 
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
                                                          
1Yusril Ihza Mahendra,Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Departemen 
Kehakiman dan Departemen HAM RI 
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Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia 
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:  Ketuhanan 
Yang Maha Esa,  kemanusiaan yang adil dan beradab,  persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  
 
Dalam rangka mewujudkan keadilan itulah, maka badan-badan 
kenegaraan yang ada diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan 
secara optimal dengan harapan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Tetapi badan-badan pengawasan tersebut masih diragukan 
keterbukaannya dalam melakukan tugas-tugasnya.Kurang optimalnya 
fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh badan pengawasan 
eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan 
pihak manapun dan mempunyai akses pengawasan yang berpengaruh 
terhadap struktur birokrasi pemerintahan maupun lembaga kenegaraan 
lainnya.Lembaga tersebut diharapkan memiliki satu kepentingan yaitu 
muwujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 
Melihat begitu kompleksnya masalah yang sedang dihadapi oleh 
bangsa ini sehubungan dengan sulitnya mendapatkan rasa keadilan maka 
muncullah gagasan untuk membentuk Ombudsman sebagai sebuah 
institusi resmi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, adapun tujuan 
pembentukan Ombudsman tersebut, adalah untuk membantu menciptakan 
dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan 
pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui peran serta 
masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak 
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masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan 
kesejahteraan secara lebih baik.2 
Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (Ombudsman) di 
Indonesia dilatarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi.Pada 
saat itulah Gus Dur sebagai Presiden RI memutuskan membentuk 
Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja 
pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga 
peradilan.3 Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang 
diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk 
memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang 
diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang 
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ombudsman 
bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
mengandung azas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, 
transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan.4 Salah satu yang hakiki dari 
lembaga Ombudsman adalah kedudukannya sebagai lembaga 
pengawasan terhadap otorita public (pemerintah), dalam kedudukannya 
                                                          
2 Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum., 2016, Kedudukan Ombudsman dalam 
Sistem Ketatanegaraan (Hukum Kelembagaan Negara), LaksBang PRESSindo, 
Yogyakarta, hlm. 2. 
3 Budhi Masthuri, 2005 Menegenal Ombudsman Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 
hlm.8.  
4Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang, Komisi Ombudsman 
Nasional,2002 
5 
tersebut lembaga Ombudsman berfungsi menerima pengaduan dari 
masyarakat atas sikap tindak pemerintahan yang melanggar hukum, hak 
asasi manusia ataupun nilai-nilai kepatutan yang berkembang di dalam 
kehidupan masyarakat. Bagaimanapun Ombudsman sebagai institusi 
pengawasan tetap berjalan di tempatnya agar penyelenggara negara yang 
memperoleh dorongan Ombudsman segera berjalan cepat menuju ke arah 
pemerintahan yang lebih baik (good government). 
Dalam rangka melaksanakan fungsi, tujuan dan kewenangan 
Ombusdman, sebagai sebuah lembaga tentu harus memiliki sumber daya 
manusia didalamnya.hal ini tentunya akan membahas tentang hukum 
kepegawaian pada dimensi hukum administrasi Negara Politik hukum 
kepegawaian di indonesia telah dilakukan dengan pembuatan hukum baru, 
maupun dengan dengan pengantian hukum yang lama guna mencapai 
tujuan yang di inginkan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan dan peratudan 
perundang-undangan yang membahas tentang kepegawaian mulai dari 
undang-undang No. 8 tahun 1974 yang kemudian di ubah dengan undang-
undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan yang 
terbaru adalah di undangkannya Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang 
aparatur sispil Negara (UU ASN) yang kemudian mencabut keberlakuan 
Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.   
Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2012 
tentang sistem manajemen sumber daya manusia pada ombudsman 
Republik Indonesia disebutkan pada pasal 2 huruf a dan b bahwa sumber 
daya manusia pada ombudsman terdiri atas asisten ombudsman; dan 
pegawai negeri dilingkungan sekertariat jenderal ombudsman. 
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Guna menunjang tugas dan fungsi Ombusdman, maka dibentuklah 
perwakilan ombudsman di daerah provisinsi, Kabupaten/Kota. 
Pembentukan perwakilan ombudsman sejalan dengan amanat pasal 5 ayat 
(2) yang menyatakan bahwa “Ombusdman dapat membentuk perwakilan di 
Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota”. Kehadiran perwakilan Ombudsman di 
daerah diharapkan mampu untuk membawa dampak yang baik tentang 
peningkatan kualitas pengawasan pelayanan public sebagaimana amanat 
Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik 
Indonesia Di Daerah yang menyatakan bahwa:  
Pembentukan Perwakilan Ombudsman bertujuan memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari 
Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 
publik yang baik 
 
 Sejalan dengan amanat pasal 5 ayat (2) UU No 37 tahun 2008 
ombudsman tersebut maka dibentuklah perwakilan ombudsman di daerah, 
salah satunya ialah pembentukan pembentukan perwakilan ombudsman di 
Sulawesi selatan. Dengan adanya perwakilan ombudsman di Sulawesi 
selatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan public melalui 
pengawasan terhadap pelayanan public tersebut. Pembentukan perwakilan 
Ombudsman di Sulawesi selatan tentu saja harus dibarengi dengan 
kehhadiran sumberdaya manusia di dalamnya. Salah satu yang memegang 
peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan 
Ombudsman di daerah ialah asisten Ombudsman. Kehadiran asisten 
Ombudsman yang merupakan sumberdaya manusia dari lembaga tersebut, 
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telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang 
Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Pada Ombudsman Republik 
Indonesia. 
Berdasarkan penjeasan diatas, maka penulis menganggap perlu 
untuk melakukan pengkajian lebih mendalam sehingga penulis 
mengusulkan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan 
Tugas Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi 
Selatan” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
merumuskan masalah pokok untuk di pecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan tugas Asisten Ombudsman Republik 
Indonesia perwakilan Selawesi Selatan? 
2. Bagaimana pengaturan hak-hak Asisten Ombudsman Republik 
Indonesia perwakilan Selawesi Selatan? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Sesuai pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Asisten Ombudsman 
Republik Indonesia perwakilan Selawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak Asisten Ombudsman 
Republik Indonesia perwakilan Selawesi Selatan. 
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D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan 
memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan 
pelaksanaan wewenang dalam menganalisis mengenai permasalahan 
hukum di Indonesia terutama menyangkut tugas kepegawaian Asisten 
Ombudsman Republik Indonesia. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan 
bagi Ombudsman Republik Indonesia khususnya kepada Asisten 
Ombudsman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Ombudsman Republik Indonesia 
1. Pengertian Ombudsman Republik Indonesia  
Dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyatakan 
bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya Ombudsman 
adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
Adapun beberapa istilah dan pengertian Ombudsman menurut para 
ahli sebagai berikut: Menurut Roy Gregory, arti kata Ombudsman dalam 
Kamus Swedia antara lain: agents, proxy, deputy, atau authorized 
representative. Istilah-istilah tersebut menurut Roy Gregory dengan jelas 
menunjuk pada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk 
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menangani permasalahan-permasalahan antara mereka dengan 
pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya.5 
Menurut R.M. Surachman dan Antonius Sujata, dalam bahasa 
Swedia, arti “ombud” sebenarnya adalah “wakil” sah seseorang, sehingga 
pengacara yang bertindak untuk kliennya di depan pengadilan-pun adalah 
“ombud” kliennya.6 
Pengertian istilah yang di kemukakan oleh M. Surachman dan 
Antonius Sujata, senada dengan yang di kemukakan oleh Paulus Effendi 
Lotolung. Menurut Paulus Effendi Lotolung, istilah Ombudsman itu berarti: 
wakil atau kuasa yang diserahi kepercayaan, dalam hal ini ialah wakil atau 
kuasa dari Parlemen yang diserahi kepercayaan melakukan control 
terhadap Pemerintah.7 
Ibrahim Al-Wahab mengemukakan bahwa kata Ombudsman 
memiliki beberapa arti: representative, agent, delegate, lawyer, guardian 
atau sebutan-sebutan lain untuk seseorang yang diberi kekuasaan oleh 
orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain tersebut. Kata 
Ombudsman, itu sendiri menurut Ibrahim Al-Wahab merupakan derivasi 
dari istilah bahasa Jerman dan merupakan bahasa asli suku-suku bangsa 
Jerman di masa lampau.8 
Dari beberapa pengertian di atas, maka ombudsman tidak lain 
adalah orang atau lembaga yang bertindak sebagai wakil rakyat (people’s 
                                                          
5 Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum., 2016, Kedudukan Ombudsman dalam 
Sistem Ketatanegaraan (Hukum Kelembagaan Negara), LaksBang PRESSindo, 
Yogyakarta, hlm. 9. 
6Ibid. Hal. 10. 
7Ibid. 
8Ibid. 
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advocate) untuk melakukan pengawasan terhadap tindak tanduk 
penyelenggara Negara, khususnya terhadap aparatur pemerintahan dan 
kadang-kadang juga terhadap aparat pengadilan. Ombudsman adalah 
orang atau lembaga yang menangani pengaduan-pengaduan dan mencoba 
menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan atau diadukan 
oleh anggota masyarakat. 
2. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 
Pemikiran perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia 
adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-
hak anggota masyarakat dari pelaku penyelenggara negara yang tidak 
sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan 
kepada anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu 
lembaga yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.9 
Pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi 
oleh tiga pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, 
yakni: 
a. Bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka 
melakukan pengawasan akan lebih menjamin peneyelenggaraan 
negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme; 
b. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap 
penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang 
                                                          
9 Galang Asmara. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia. 
Laksbang pressindo: Yogyakarta, hlm. 22. 
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perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan 
kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat 
diminimalisasi; 
c. Bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya 
penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan 
perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur 
pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan 
kesejahteraan.10 
Adapun berbagai macam pemikiran tentang perlunya lembaga 
Ombudsman di Indonesia, yakni: Almarhum P. K. Ojong, dalam rubrik 
Kompasiana dalam harian Kompas tanggal 10 Februari 1967 telah 
mengemukakan pendapatnya, bahwa Ombudsman dirasa perlu di 
Indonesia. Alasannya adalah: kalau di Negara-negara serba makmur dan 
adil, dimana demokrasi sudah mendarah daging. Ombudsman masih perlu, 
apalagi Negara-negara dimana sendi-sendi hukum baru saja dihancurkan, 
seperti di tanah air kita, oleh Orde lama. Yang mendukung dan nanti 
melaksanakan cita-cita Orde Baru adalah manusia juga, sedangkan 
manusia adalah mahluk yang berbahaya “and man is dangereous creature”. 
Menurut P.K. Ojong, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah 
Ombudsman, khususnya di kalangan Pers ialah Rosihan Anwar.11 
                                                          
10Ibid. 
11 Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M.Hum., op. cit, hlm. 99-100. 
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Mr. T. H. Lim mengungkap kembali apa yang pernah dikemukakan 
almarhum P.K.Ojong tentang perlunya pembentukan Ombudsman di 
Indonesia setelah 14 (empat belas) tahun meninggalnya almarhum. 
Alasannya, karena banyak pengaduan, keluhan dan permohonan yang 
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya kepada 
Komisi III mengenai tindakan pihak alat-alat Negara di masa Orde Baru 
pada waktu itu. Juga surat-surat kiriman dalam Koran-koran senantiasa 
berisikan kecaman, pengaduan, dan keluhan.12 
Satjipto Rahardjo memang pentingnya dibentuk lembaga 
Ombudsman di Indonesia sebagai alat control masyarakat terhadap 
Pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan Pemerintah untuk 
berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide Negara 
walfarestate yang membuka peluang sangat besar bagi Pemerintah untuk 
ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil demi terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo 
demi untuk terselenggaranya administrasi pemerinytahan yang efisien dan 
sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan, maka mau tidak mau orang 
harus mengembangkan suatu mekanisme yang dapat menekan cacat-
cacat dalam pelaksanaan tugas pemeritahan itu sekecil-kecilnya. Salah 
satu cara adalah dengan mendirikan lembaga Ombudsman seperti yang 
sudah di kenal lama di Negara-negara Skandinavia, New Zaeland dan lain-
lain.13 
                                                          
12Ibid. 
13Ibid. Hal. 101. 
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Menurut Dr. H.M. Galang Asmara, SH., M. Hum., sesungguhnya 
lembaga “pepe” tersebut bukanlah sejenis lembaga Ombudsman, 
melainkan hanya sebuah lembaga pengaduan atau unjuk rasa belaka, 
karena yang menerima pengaduan adalah sang Raja langsung atau pejabat 
lain yang di tunjuk. Hal ini berbeda dengan prinsip dari Ombudsman, 
dimana rakyat sebenarnya tidak menyampaikan secara langsung 
keluhannya kepada pihak penguasa, melainkan melalui perantara, yakni 
Ombudsman. Ombudsmanlah yang kemudian memberikan jalan keluar 
atau teguran kepada penguasa yang telah bertindak merugikan masyarakat 
pengadu. 
Tahun 1981, Muchsan dalam bukunya berjudul Peradilan 
Administrasi, juga telah mengemukakan tentang perlunya pembentukan 
lembaga Ombudsman di Indonesia sebagai langkah untuk mengadakan 
pencegahan secara preventif. Lembaga Ombudsman tersebut menurut 
Muchsan akan berfungsi untuk meneliti perbuatan-perbuatan alat 
administrasi Negara, serta menampung keluhan-keluhan masyarakat 
terhadap perbuatan alat administrasi Negara, dan memberikan penerangan 
tentang Hukum Administrasi Negara kepada masyarakat.14 
Pada tahun 1995 Junaidi Suwartojo di dalam bukunya yang berjudul 
“Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dan 
Penanggulangannya”. Telah pula mengemukakan pandangannya tentang 
perlunya lembaga Ombudsman yang dikaitkan dengan upaya menciptakan 
aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan terbebas dari 
                                                          
14Ibid. Hal. 102. 
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korupsi yang melanda Indonesia saat itu. Junaidi Suwartojo menganjurkan 
perlunya lembaga Ombudsman dibentuk terutama dikatkan dengan upaya 
menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.15 
Menurut Marcus Lukman, lembaga Ombudsman itu sangat penting bagi 
Negara Indonesia karena kondisi Indonesia, meskipun sudah ada lembaga 
WASKAT (Pengawasan Melekat) WASNAL (Pengawasan Fungsional), 
BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan PTUN 
(Pengadilan Tata Usaha Negara), tampaknya belum cukup efektif dan 
efisien untuk mengontrol perbuatan melawan hukum dan moral penguasa. 
Terutama perbuatan kolusi, korupsi, diskriminasi, intervensi, kooptasi, 
arogansi, dominasi, de-nasionalisasi, dan korporatsasi terhadap 
kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan civil society yang 
berurusan dengan birokrasi. Marcus Lukman mengaitkan pentingnya 
pembentukan lembaga pengaduan semacam Ombudsman yang 
disebutnya Komite Pengawasan Birokrasi dengan upaya meningkatkan 
perlindungan HAM dan hak-hak dan kewajiban asasi warganegara 
Indonesia dimasa mendatang.16 
Demikianlah beberapa pemikiran-pemikiran di atas yang telah 
mengatakan bahwa sangatlah perlu di bentuk lembaga Ombudsman di 
Indonesia, dan jelas terlihat bahwa sesungguhnya sudah lama banyak ide 
yang muncul dalam upaya pembentukan lembaga Ombudsman di 
Indonesia. 
                                                          
15Ibid. Hal. 103. 
16Ibid. Hal. 104. 
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3. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman di Indonesia didukung oleh dua undangundang 
sekaligus dalam melaksnakan tugas pokok dan kewenangannya yakni 
Undang-Undang No.37 Tahun 2008tentang Ombudsman Republik 
Indonesia dan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, 
Ombudsman memiliki keistimewaan berupa kekebalan hukum (immunity) 
yakni dalam menjalankan tugasnya tidak dapat ditangkap, ditahan, 
diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan oleh semua pihak.17 
Dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia, sudah dirumuskan definisi Ombudsmansebagaimana diatur 
dalam pasal 1 angka 1 yang menjelaskan: 
“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerahdan Badan Hukum Milik Negara serta 
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”18 
 
Kewenangan Ombudsman dalam sistem negara hukum Republik 
Indonesia sebagaimana dapat disimpulkan dari UU No. 37 Tahun 2008 jo 
UU. No 25 Tahun 2009 adalah fungsipengawasan pelayanan publik, yang 
jika ditinjau dari klasifikasinya dalam sistem pengawasan termasuk dalam 
klasifikasi pengawasan preventif dan represif yang bersifat eksternal. Guna 
                                                          
17 Galang Asmara. Op.cit, hlm. 89. 
18Ibid. Hal. 90. 
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mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and 
strong government), pelaksanaan kewenangan Ombudsman tersebut 
harus diletakkan di atas landasan Negara hukum yang demokratis. Hal ini 
dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan secara 
efektif.19 
Ombudsman dalam pelaksanaan tugas memeriksa laporan, wajib 
berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak 
dan tidak memungut biaya serta wajibmendengarkan dan 
mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah 
pelapor.Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa laporan tidak 
hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya 
pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan 
pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan 
pemerintahann mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan 
laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 
public.20 
Maksud dan tujuan berdirinya Ombudsman di Indonesia dengan 
kewenangan yang luar biasa sebagai pengawas pelayanan publik adalah 
dilandasi oleh alasan-alasan argumentative sebagai berikut: 
a. Sasaran Pengawasan adalah pemberian pelayanan artinya dalam 
bertindak seharusnya aparat menjadi pelayan sehingga warga 
masyarakat diperlakukan sebagai subyek pelayanan dan bukan 
                                                          
19Ibid. Hal. 91. 
20Ibid. Hal. 92. 
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obyek/korban pelayanan. Selama ini belum/tidak ada lembaga yang 
memfokuskan diri pada pengawasan atas pemberian pelayanan 
umum, padahal jika dicermati sebenarnya pelayanan inilah yang 
merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan karena di 
dalamnya terkandung nilainilai kepatutan, penghormatan hak-hak 
dasar, keadilan serta moralitas. 
b. Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh prosedur 
ataupun mekanisme yang digunakan, apabila proses pengawasan 
berbelit-belit melalui liku-liku yang panjang maka pelaksanaan 
pengawasan akan beralih dari masalah substansional ke masalah 
prosedural. Padahal inti persoalan pokok adalah penyimpangan 
dalam pelayanan umum. Jika pada akhirnya terjebak pada prosedur 
yang panjang maka akan menghabiskan waktu penyelesaian yang 
lama sehingga penyimpangan akan terus berlangsung tanpa ada 
perbaikan dan jalan keluar. Bahkan mungkin sekali akan muncul 
problem baru yaitu tentang mekanisme itu sendiri. Sesungguhnya 
suatu prosedur penyelesaian yang singkat dan sederhana 
dimanapun akan lebih efisien. Termasuk dalam aspek ini adalah cara 
penyelesaian melalui mediasi di mana masingmasing pihak 
langsung bertemu dan membahas permasalahan sekaligus 
menentukan jalan keluar terbaik melalui prinsip saling memberi dan 
saling menerima (win-win solution). 
c. Masalah pelayanan yang menjadi sasaran pengawasan 
Ombudsman dalam praktek lebih banyak menimpa masyarakat 
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secara individual, meskipun juga tidak jarang berkaitan dengan 
suatu sistem atas kebijakan sehingga melibatkan (mengobankan) 
kepentingan individu-individu dalam jumlah yang lebih banyak. 
Biasanya anggota masyarakat kurang peka terhadap pemberlakuan 
system kebijakan yang merugikan karena merasa lemah 
berhadapan dengan kekuasaan. Dengan demikian ia membutuhkan 
bantuan, membutuhkan dukungan dan membutuhkan pihak lain 
untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menanggung resiko 
munculnya masalah baru. 
d. Berkenaan dengan substansi pengawasan yaitu pelayanan umum 
oleh penyelenggara negara meskipun nampaknya sederhana 
namun memiliki dampak yang amat mendasar. Pemberian 
pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberi nilai positif 
dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. Apabila 
aparat pemerintah melalui bentukbentuk pelayanannya mampu 
menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat maka 
kondisi semacam itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang 
mengarah pada terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang 
baik (good governance). Asas pemerintahan yang baik dalam 
implementasinya diwujudkan melalui ketaatan hukum, tidak 
memihak, bersikap adil, keseimbangan bertindak, cermat, saling 
percaya dan lain-lain. Dengan demikian sesungguhnya pelayanan 
umum sebagai hakikat dasar dari asas pemerintahan yang baik 
menjadi harapan utama keberadaan lembaga Ombudsman. 
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e. Masyarakat kecil ataupun korban pelayanan secara mayoritas 
adalah kelompok ekonomi lemah karena itu mereka menjadi ragu 
untuk memperjuangkan keluhannya karena keterbatasan masalah 
keuangan. Institusi Ombudsman dengan tegas dan terbuka 
mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan ataupun laporan 
yang disampaikan kepada Ombudsman tidak dipungut biaya. 
Ketentuan bebas biaya ini merupakan salah satu prinsip 
Ombudsman yang bersifat universal yang sekaligus sebagai 
implementasi integritasnya. Ombudsman sangat menjunjung tinggi 
asas ini sehingga diharapkan sekali agar warga masyarakat tidak 
memberikan imbalan sekecil apapun kepada Ombudsman sebelum, 
pada waktu dan ataupun sesudah berurusan dengan Ombudsman. 
Berurusan dengan Ombudsman tanpa memberi imbalan kepadanya 
merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap eksistensi 
Ombudsman. 
4. Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia 
Menyangkut fungsi Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana 
telah diungkapkan sebelumnya, bahwa tujuan dibentuknya Ombudsman di 
Indonesia adalah sebagai lembaga pengawasan. Apabila dikaji secara 
saksama pearturan-peraturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga 
pengawasan yang telah ada, nampaknya kedudukan dan fungsi 
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Ombudsman tidaklah sama dengan lembaga-lembaga pengawasan 
tersebut.21 
Dalam pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 dijelaskan tentang fungsi 
Ombudsman yang berbunyi: 
“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 
publik tertentu”. 
 
Karakteristik lainnya adalah bahwa Ombudsman berfungsi sebagai 
pengaruh (magistrature of influence) bukan pemberi sanksi (magisnature of 
sanction). Meskipun tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan 
instrument pemaksa (legally binding/su poena power) pengaruh 
Ombudsman tetap sangat kuat. Ini dikarenakan figure seorang 
Ombudsman yang benar-benar dapat dipercaya integritas, kredibilitas dan 
kapabilitasnya, sebab pemilihannya dilakukan melalui proses yang 
partisipatif, transparan dan accountable.22 
Adapun perbedaan Ombudsman dengan lembaga-lembaga 
pengawasan tersebut sebagai berikut: 
a. Perbedaannya dengan pengadilan terletak pada keputusannya. 
Putusan pengadilan yang disebut vonis, memiliki beberapa upaya 
                                                          
21 Galang Asmara, Jurnal : “Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Dalam Sistem 
Ketatanegaraan 
Republik Indonesia”, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 
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Nomor 2, Juni 2011, Hal.123 
22 Budhi Masthuri, 2005 Menegenal Ombudsman Indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 
hlm. 28. 
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hukum, yakni upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, 
sedangkan keputusan Ombudsman Republik Indonesia yang 
disebut rekomendasi tidak memiliki upaya hukum tersebut melainkan 
bersifat final dan mengikat (legal binding). 
b. Perbedaannya dengan Inspektorat Departemen atau Inspektorat 
LPND keputusannya yang bersifat administrative dan mengikat 
hanya terhadap pejabat dalam lingkungan instansi yang 
bersangkutan karena ruang lingkup tugasnya terbatas pada 
Departemen/LPND. Sedangkan Ombudsman bersifat eksternal dan 
melingkupi semua institusi penyelenggara negara dan 
pemerintahan, bahkan individu dan swasta. 
c. Perbedaannya dengan BPK dan BPKP, kedua institusi ini hanya 
melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran 
belanja negara dan daerah semata. Pengawasan oleh BPK lebih 
bersifat administratif dan khusus terhadap penggunaan keuangan 
negara. Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mengawasi 
perilaku aparat administrasi terutama yang terkait dengan pelayanan 
public. 
d. Perbedaannya dengan DPR/DPRD terletak pada focus pengawasan 
DPR/DPRD meliputi pengawasan politik dan administratif pada 
tataran pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 
Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia menyangkut perilaku 
penyelenggara negara dalam rangka pelayanan publik. 
e. Perbedaannya dengan KPK dan kejaksaan terletak pada obyek 
pengawasan berupa perilaku yang terkait dengan tindak pidana. 
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Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mengenai 
maladministrasi dalam melakukan pelayanan publik.23 
Dibanding lembaga pengawasan yang lain, Ombudsman memiliki 
kelebihan-kelebihan, diantaranya: 
a.  Pemohon tidak dikenakan biaya apapun (bebas biaya); 
b. Tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit dalam arti melalui 
suatu hukum acara tertentu seperti di lembaga peradilan; 
c. Laporan dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan dan dapat 
mempergunakan sarana komunikasi jarak jauh; 
d. Tidak perlu menggunakan pengacara; 
e. Pemeriksaan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus dating di 
kantor Ombudsman; 
f.  Bersifat aktif, Ombudsman tidak harus menunggu laporan akan 
tetapi cukup adanya berita di media massa, maka Ombudsman 
sudah bisa mencari kebenaran atas telah terjadinya maladministrasi; 
g. Kerahasiaan pelapor dijamin dan tidak perlu terjadi replik dan duplik; 
h. Ombudsman dapat melakukan pembuktian sendiri, tanpa harus 
memanggill dan mengharuskan si pelapor membawa alat-alat bukti 
lengkap. Ombudsman akan melakukan sendiri untuk mencari bukti; 
i. Ombudsman dapat memangggil saksi dan mencari pihak yang 
dianggap perlu dan terkait dengan laporan atau masalah yang 
sedang ditangani tanpa biaya apapun.24 
                                                          
23 Galang Asmara, Jurnal, log.cit, Hal.123-124 
24Ibid. Hal. 124 
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5. Sumber Daya Ombudsman Republik Indonesia 
Menurut PP No.64 Tahun 2012 Pasal 1, ayat 4 menyebutkan 
pengertian sumber daya ombudsman yang berbunyi:  
“Sumber Daya Manusia pada Ombudsman adalah Asisten 
Ombudsman dan pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal 
Ombudsman”.  
 
Pasal 2 PP No.64 Tahun 2012). Sumber Daya Manusia pada 
Ombudsman terdiri atas: 
a. Asisten Ombudsman; dan 
b. Pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman. 
Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua 
Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk 
membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya. (pasal 1 ayat 3 PP No.64 Tahun 2012). 
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Ombudsman 
Republik Indonesia. (pasal 1 ayat 3 PP No.64 Tahun 2012). 
Pasal 3 PP No.64 Tahun 2012: 
(1) Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a merupakan pegawai yang memenuhi syarat yang telah 
ditentukan dan diangkat oleh Ketua Ombudsman. 
(2) Asisten Ombudsman yang telah diangkat sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) merupakan pegawai tetap pada 
Ombudsman. 
(3) Asisten Ombudsman ditempatkan dalam jenjang tertentu sesuai 
dengan pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki.  
(4) Penjenjangan jabatan Asisten Ombudsman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. Asisten Pratama; 
b. Asisten Muda; 
c. Asisten Madya;  
d. Asisten Utama. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan, persyaratan, dan 
penetapan penjenjangan Asisten Ombudsman diatur dengan 
Peraturan Ombudsman. 
 
Pasal 4 PP No.64 Tahun 2012: 
(1) Asisten Ombudsman ditempatkan dalam bidang penyelesaian 
laporan, bidang pencegahan, dan bidang pengawasan. 
(2) Asisten Ombudsman dapat ditunjuk oleh Ketua Ombudsman 
sebagai penanggung jawab atas pengelolaan bidang-bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan bagian dari susunan organisasi dan tata kerja di 
bawah Ombudsman. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan penanggung jawab 
pengelolaan serta susunan organisasi dan tata kerja Asisten 
Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman. 
 
Pasal 5 PP No.64 Tahun 2012: 
Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri 
atas: 
a. Pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal; dan 
b. Pegawai negeri yang dipekerjakan atau diperbantukan. 
 
B. Asisten Ombudsman Republik Indonesia 
1. Pengertian Asisten Ombudsman Republik Indonesia 
Asisten ombudsman, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 dalam 
peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2012 tentang sistem 
manajemen sumber daya manusia pada ombudsman Republik Indonesia 
menyatakan bahwa “asisten ombudsman adalah pegawai yang diangkat 
oleh ketua ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota 
ombudsman untuk membantu ombudsman dalam menjalankan fungsi 
tugas dan kewenangannya”. Sedangkan status asisten ombudsman adalah 
pegawai tetap pada ombudsman sebagaimana yang telah ditentukan dalam 
pasal 3 ayat (2) peraturan pemerintah ini. 
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2. Perekrutan Asisten Ombudsman Republik Indonesia 
Dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 001 
Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian 
serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (BAB IV tentang 
Rekrutmen dan Seleksi, Pengangkatan Serta Pemberhentian Asisten 
Ombudsman Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13) 
menyatakan bahwa : 
Pasal 9 
Rekrutmen  dan Seleksi Asisten Ombudsman dilakukan secara 
terbuka dan didasarkan pada persyaratan umum dan  persyaratan 
khusus. 
 
Pasal 10 
Sebelum    hubungan  kerja  disahkan  oleh  Ombudsman,   calon  
Asisten   Ombudsman  telah memenuhi syarat berikut: 
a. Memperlihatkan    bukti-bukti   lulus    pendidikan  yang  asli  
kepada  petugas  bagian personalia dan menyerahkan turunan 
bukti-bukti  lulus pendidikan. 
b. Menyerahkan   turunan  bukti-bukti  referensi  termasuk  dari  
pemberi   kerja   terakhir, apabila pernah bekerja. 
c. Menyerahkan    surat   keterangan  kelakuan  baik  dari   
Kepolisian    Negara   Republik Indonesia 
d. Menunjukkan  pembuktian umur. 
e. Menyerahkan   bukti  kesehatan badan yang  dibuat  oleh dokter. 
f. Calon  Asisten  Ombudsman  menandatangani    perjanjian   kerja   
perorangan  yang dipersiapkan  oleh  Ombudsman Republik 
Indonesia  dan disetujui   oleh calon Asisten Ombudsman,   yang  
memuat  antara  lain  syarat  kerja  (khusus)  yang  diberlakukan 
kepada  calon  Asisten   Ombudsman  bersangkutan,    serta  
memberikan  pernyataan tentang   kesediaan calon Asisten   
Ombudsman   menerima  dan  mematuhi   peraturan dalam 
perjanjian perorangan dimaksud. 
g. Pada   hari  pertama  calon  Asisten   Ombudsman  mulai   masuk  
kerja    sudah  tidak mempunyai hubungan  kerja dengan pihak 
lain  dalam bentuk  apapun juga  dengan Sadan Pemerintah,   
perusahaan atau  Perorangan  manapun juga,  termasuk  bekerja 
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untuk  kepentingan  sendiri,  serta  tidak  lagi  terikat  oleh ikatan  
dinas   dengan   pihak manapun juga. 
h. Bila kemudian terbukti  calon Asisten  Ombudsman yang telah  
memberi   keterangan yang tidak  benar mengenai  hal yang 
dimaksud  dalam  huruf  g,   maka calon Asisten Ombudsman    
bersangkutan,  tanpa  memerlukan  pembuktian  lebih  lanjut   
dianggap telah  memberikan  keterangan palsu   kepada 
Ombudsman Republik   Indonesia  oleh karenanya  calon Asisten 
Ombudsman yang bersangkutan dapat  diputus   hubungan 
kerjanya  dengan Ombudsman Republik  Indonesia. 
 
Pasal 11 
Asisten Ombudsman diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan 
persetujuan Rapat Anggota Ombudsman. 
 
Pasal 12 
1. Sebelum  diangkat  oleh   Ketua   Ombudsman,  calon   Asisten   
Ombudsman menandatangani  Ketentuan Tata Tertib  Kerja 
Ombudsman Republik   Indonesia  dan Surat Kesepakatan  Kerja 
yang  menguraikan  secara khusus syarat-syarat  mengenai 
hubungan kerja;  dan menyatakan   kesediaannya  untuk 
menyetujui  ketentua  dimaksud dan syarat-syarat khusus 
mengenai  hubungan kerja.  
2. Penandatanganan    Ketentuan   Tata  Tertib   Kerja  Ombudsman   
Republik    Indonesia     dan Surat  Kesepakatan    Kerja  tersebut   
berarti   menyatakan   kesediaan  untuk  melaksanakan isinya  
dan menerima    sanksi   bila melanggarnya. 
 
Pasal 13 
1. Masa percobaan paling lama  3  (tiga)  bulan sejak dilakukannya  
Kesepakatan Kerja Pegawai Tetap.   Dalam   jangka  waktu  itu  
Kesepakatan Kerja dapat  diputuskan  oleh masing-masing pihak 
tanpa pemberitahuan lebih  dulu dan tanpa kewajiban-kewajiban 
apapun. 
2. Apabila   masa   percobaan tiga  bulan telah  dilaksanakan dan  
Ombudsman Republik Indonesia  telah melakukan evaluasi 
terhadap Asisten Ombudsman maka Ombudsman Republik   
Indonesia   menetapkan   apakah   hubungan   kerja   
diberhentikan    atau diteruskan  sebagai  hubungan keja tetap 
yaitu jangka waktu tidak tertentu 
3. Calon Asisten  Ombudsman menerima surat pemberitahuan   
tentang  penetapan kerja seperti yang dimaksud pada angka 2. 
4. Masa kerja pada Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini 
dihitung    mulai dari hari  pertama masa percobaan. 
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3. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman Republik 
Indonesia 
Menurut Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2010 pasal 12 dan pasal 13, Asisten Ombudsman bertugas membantu 
pelaksanaan tugas Ombudsman dalam : 
1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Ombudsman dibantu 
oleh Asisten Ombudsman. 
2) Asiten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu : 
a. Menangani laporan masyarakat 
b. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
c. Melakukan kerjasama antar lembaga dengan lembaga Negara 
atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka koordinasi dan 
membangun jaringan kerja 
d. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
e. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala Daerah atau 
pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur elayanan publik 
f. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau 
kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan 
29 
perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka 
mencegah maladministrasi; dan 
g. Tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Asisten Ombudsman mempunyai tanggung jawab : 
a. Menaati sumpah/janji sebagi Asisten Ombudsman; 
b. Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, dan cermat; 
c. Menaati ketentuan jam kerja; 
d. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 
e. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 
masyarakatmenurut bidang tugasnya masing-masing; 
f. Bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, 
sesame pegawai Ombudsman, terhadap atasan, terhadap 
pelapor, dan terhadap penyelenggara lembaga Negara dan 
lembaga pemerintahan lainnya; 
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Ombudsman 
Republik Indonesia; 
h. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap 
bawahannya; 
i. Menggunakan dan memelihara fasilitas kantor dengan sebaik-
baiknya; 
j. Menjaga nama baik Ombudsman Republik Indonesia; 
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k. Menjalankan perintah Ombudsman sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan 
khusus; dan 
m. Menjaga kerahasiaan Ombudsman Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Hak dan Kewajiban Asisten Ombudsman Republik Indonesia  
Dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 001 
Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian 
serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (BAB V tentang 
Hak dan Kewajiban Asisten Ombudsman Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22) 
menyatakan bahwa : 
Pasal 20 
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Asisten 
Ombudsman berhak : 
1. Mendapat   perlindungan hukum dan jaminan  keamanan 
2. Menerima kompensasi sebagaimana diatur   dalam Peraturan  
Pemerintah  tentang Sistem Manajemen Sumber  Daya 
Manusia Ombudsman Republik  Indonesia 
3. Atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan 
pembayaran gaji penuh 
 
Pasal 21 
Asisten  Ombudsman mempunyai kewajiban  : 
1. Melaksanakan     pekerjaan,   tugas-tugas   lain     dengan   sebaik-
baiknya     serta   penuh tanggungjawab. 
2. Tidak mewakilkan tugas yang diberikan  kepadanya kepada 
orang lain  kecuali atas izin dari atasannya. 
3. Mematuhi ketentuan Tata Tertib Kerja 
4. Menjaga  Kerahasiaan  Jabatan 
5. Mematuhi  Kade Etik  Ombudsman 
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Pasal 22 
Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 
angka 4 tidak gugur setelah Asisten Ombudsman berhenti atau 
diberhentikan dari jabatannya. 
 
 
C. Aparatur Sipil Negara  
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aparatur Sipil Negara 
adalah pegawai pemerintah yang berada di luar politik, bertugas 
melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan.  Aparatur juga dapat diartikan 
sebagai alat, pegawai Negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, 
ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab 
melaksanakan roda pemerintahan sejhari-hari.25 Sedangkan menurut 
Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
(selanjutnya disebut UU ASN) menyatakan bahwa “ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah”. 
Istilah ASN digunakan pertama kali dengan diundangkannya UU 
ASN pada tahun 2014. Sebelum itu, istilah yang digunakan menurut 
Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian 
adalah “pegawai negeri”.  
                                                          
25 Drs. Sudarsono, SH., M.Si, 2009, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35. 
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Pengertian Pegawai Negeri, menurut Mahfud M. D. dalam buku 
Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, terbagi dalam dua bagian yaitu 
pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian). 
a. Pengertian Stipulatif 
Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang 
diberikan oleh Undang-Undang) tentang Pegawai Negeri terdapat dalam 
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 43 Tahun 1999. 
Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan 
hubungan Pegawai Negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan 
Pegawai Negeri.  
Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya dapat dilihat pada 
ketentuan pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa26 : 
”Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Sedangkan ketentuan pasal 3 ayat (1) sebagaimana yang 
disebutkan diatas, menyatakan bahwa : 
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara, yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintahan dan pembangunan 
 
Pengertian stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-
peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua 
peraturan perundang- undangan, kecuali diberikan definisi lain. 
                                                          
26 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, 
Jakarta, hlm. 95. 
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b. Pengertian Ekstensif 
Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada 
beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Hal tersebut dalam hal tertentu 
dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya 
di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada 
hal-hal tertentu.27 Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 
tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta28. 
Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas 
maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Kepegawaian. 
Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun 
pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam 
memposisikan penyelenggara negara dalam system hukum yang ada, 
karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan 
penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil. 
Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil 
mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan 
pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan 
dinas dengan Negara29. 
2. Jenis-jenis pegawai 
Dalam undang-undang pokok kepegawaian, jenis-jenis pegawai 
terbagi menjadi 3 yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional 
                                                          
27.Ibid, 10. 
28 Ibid 
29 Muchan, 1982, hukum kepegawaian, bina aksara, Jakarta, hlm. 12. 
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Indonesia, dan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal diatur 
dalam pasal 2 ayat (1) undang-undanga pokok kepegawaian.  
Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang 
dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat 
diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri 
Sipil adalah; Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan 
penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai 
Negeri yang merupakan Aparatur Negara.  
Sedangkan dalam hal kedudukan pegawai negeri, sebagaimana 
yang datur dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang pokok kepegawaian di 
tentukah bahwa: 
“pegawai negeri berkedudukan sebagai unsure unsure aparatur 
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam 
penyeleggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”  
 
Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok 
pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum 
pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi 
pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya 
menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu 
menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 
banyak30. 
                                                          
30 C.S.T. Kansil, 1979, pokok-pokok hukum kepegawaian republic indonesia, pradnya 
paramita, Jakarta, hlm. 38. 
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Pegawai Negeri Sipil, juga dibedakan berdasarkan penempatannya. 
Yaitu pertama pegawai negeri sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PNS 
tersebut bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, 
Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi 
Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk 
menyelenggarakan tugas lainya.31Kedua Pegawai Negeri Sipil Daerah 
adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja 
pada Pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya32.  
Dengan diberlakukannya UU ASN maka terjadi perubahan dalam 
berbagai unsur kepegawaian. Salah satunya ialah jenis-jenis kepegawaian 
yang sebelumnya terdiri dari PNS, TNI dan POLISI, kemudian berubah 
menjadi PNS dan Pegawai dengan perjanjian kontrak kerja (PPPK) dengan 
penjabaran sebagai berikut : 
a. Pegawai negeri sipil (PNS) 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 5 juga tercantum 
bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-
undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-
undangan ditaati oleh masyarakat, berhubung dengan itu Pegawai Negeri 
Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan 
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
                                                          
31Ibid., 
32loc, cit, hlm 36. 
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Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian pada pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa PNS adalah 
setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan UU ASN, PNS adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 
Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2. 
b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemerintahan.33 
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai 
ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan 
ketentuan Undang-Undang ini.  
                                                          
33 Lihat pasal 1 angka 4 UU ASN 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, kemudian dihubungkan dengan 
pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 
aprroach), pendekatan konseptual (conseptual aprroach), pendekatan 
kasus (case aprroach) dan pendekatan komparatif (comparative 
aprroach).34 
 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah data yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah sidang pembentukan 
perundang-undangan. 
2.  Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan 
wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang dapat 
mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah Ombudsman Republik 
Indonesia dan beberapa pakar hukum. 
                                                          
34 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Prenada Media group, Jakarta, hlm. 
133. 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh 
prosedur sebagai berikut35 : 
1. Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Studi Lapangan  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. 
 
D. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik 
secara primer dan sekunder dan tersusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan 
dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan 
menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk 
kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
 
 
 
 
                                                          
35 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika; Jakarta, hlm. 176. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Tugas Asisten Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Selawesi Selatan 
Secara structural Organisasi Kantor Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Perwakilan 
Ombudsman; 2 (dua) orang bagian Kesekretariatan yaitu Bidang Keuangan 
dan Bidang Administrasi Umum dan; serta 5 (lima) orang asisten 
Ombudsman. Keanggotaan Perwakilan Ombudsman tersebut diangkat dan 
diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat 
pleno anggota Ombudsman. Hal inilah yang juga menjadi konsekwensi 
bahwa Perwakilan Ombudsman bertanggungjawab kepada Ketua 
Ombudsman. 
Yang dikenal dalam Ombudsman hanya ada dua struktur organisasi, 
yaitu Kepala Perwakilan dan Asisten sedangkan yang lainnya biasa disebut 
PNS namun tidak mengerjakan kasus, PNS ini hanya ditempatkan di bagian 
administrasi dan bagian keuangan saja. Jadi yang berhak menerima 
laporan itu hanya Kepala Perwakilan dan Asisten saja.36 
 
 
 
                                                          
36 (Hasil wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Ridwan, 
S.H. pada tanggal 17 Juli 2017) 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan 
 
1. Kedudukan Asisten Ombudsman dalam Perwakilan 
Ombudsman 
Pasal 43 ayat (3) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman telah 
mengamanatkan bahwa Kepala perwakilan (sebagai pimpinan perwakilan 
ombudsman) dibantu oleh asisten Ombudsman. Lebih lanjut, dalam Pasal 
43 ayat (4) dinyatakan bahwa  Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan 
wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan 
Ombudsman. Hal tersebut bermakna bahwa segala ketentuan yang 
berkenaan dengan fungsi, tugas dan wewenang ombudsman sama persis 
atau secara otomatis juga berlaku bagi Perwakilan Ombudsman, termasuk 
ketentuan mengenai “asisten ombudsman”.37 Ketentuan-ketentuan 
mengenai Asisten Ombudsman sendiri tidak secara spesifik disebutkan 
                                                          
37 Lihat Pasal 12 ayat (1) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang menyatakan : 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten 
Ombudsman. 
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dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Akan tetapi, dalam 
Pasal 12 ayat (3) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman tersebut, 
disebutkan  bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten 
Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman. Peraturan 
Ombudsman yang dimaksud ialah Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 
2010. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Ombudsman tersebut dinyatakan 
bahwa Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah 
pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan 
rapat pleno anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam 
menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. 
Asisten Ombudsman juga merupakan pihak yang ditempatkan oleh 
Ketua Ombudsman berdasarkan penjenjangan jabatan asisten 
ombudsman.38 Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman sendiri terdiri 
atas :39 
a. Asisten Pratama; 
b. Asisten Muda; 
c. Asisten Madya; dan 
d. Asisten Utama. 
Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bersifat hierarkis dari 
yang paling rendah ke yang paling tinggi. Masing-masing jabatan 
                                                          
38 Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 Tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab 
Asisten Ombudsman 
39 Lihat Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 Tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab 
Asisten Ombudsman. Lihat Juga Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Ombudsman No 12 
Tahun 2012 Tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan 
Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia. 
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mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat 
untuk pertama kali.40  
Berkenaan dengan status kepegawaian dari Asisten Ombudsman, 
oleh karena masa jabatannya dibatasi oleh waktu (tidak permanen/tetap), 
dan diadakan dalam hal jika dianggap perlu, serta tidak memiliki nomor 
induk pegawai secara nasional,  maka dapat disimpulkan bahwa jabatan 
tersebut jika ditinjau dari hukum kepegawaian ialah jabatan PPPK (Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau bukan PNS (Pegawai Negeri 
Sipil). Hal ini dikarenakan yang dimaksud dengan PPPK ialah merupakan 
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi 
Pemerintah,41 Sedangkan PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat 
sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki 
nomor induk pegawai secara nasional.42 
Mengenai kedudukan atau jabatan Asisten dalam Perwakilan 
Ombudsman, diatur dalam Pasal 21 Peraturan Ombudsman No 12 Tahun 
2012 tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta 
Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia 
yang menyatakan sebagai berikut : 
Pasal 21 
(1) Jenjang jabatan Asisten di Perwakilan paling tinggi adalah 
jenjang Asisten Muda. 
                                                          
40 Lihat Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Ombudsman No 12 Tahun 2012 Tentang Penentuan, Persyaratan, Dan 
Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik 
Indonesia. 
41 Lihat Pasal 7 ayat (2) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara. 
42 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara. 
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(2) Dalam hal Asisten Muda di Perwakilan yang memenuhi syarat 
untuk diangkat ke jenjang Asisten Madya, maka asisten yang 
bersangkutan harus dipindahtugaskan ke Kantor 
Ombudsman Republik Indonesia. 
 
Dari ketentuan tersebut, maka jabatan asisten ombudsman yang 
dapat menjabat di Perwakilan Ombudsman ialah jabatan asisten pratama 
dan asisten muda. Mengenai Asisten Pratama, yang dapat diangkat 
menjadi Asisten Pratama itu sendiri, hanyalah pihak-pihak yang telah lulus 
mengikuti masa percobaan dan ujian (Tes potensi akademik; Pengukuran 
kompetensi dan cek referensi; dan Wawancara dan penelusuran 
integritas).43 Satu tingkat diatas Asisten Pratama, Asisten Pratama dapat 
menduduki jabatan Asisten Muda setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan  dan selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Ombudsman setelah 
mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman.44 
2. Tugas Asisten Ombudsman Dalam Perwakilan Ombudsman 
Sulawesi Selatan 
Ketentuan-ketentuan mengenai Asisten Ombudsman sendiri tidak 
secara spesifik disebutkan dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman. Akan tetapi, dalam Pasal 12 ayat (3) UU No 37 Tahun 2008 
tentang Ombudsman tersebut, disebutkan  bahwa Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta 
tugas dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan 
                                                          
43 Lihat Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 Peraturan Ombudsman No 12 Tahun 2012 Tentang 
Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier 
Asisten Ombudsman Republik Indonesia.  
44 Lihat Pasal 9 jis. Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 8 Peraturan Ombudsman No 12 Tahun 
2012 Tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan 
Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia. 
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Ombudsman. Peraturan Ombudsman yang dimaksud ialah Peraturan 
Ombudsman No 5 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan 
Ombudsman tersebut dinyatakan bahwa Asisten Ombudsman yang 
selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua 
Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman 
untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya. Adapun jabatan Asisten yang dapat menjabat di 
Perwakilan Ombudsman, ialah jabatan asisten pratama dan asisten muda. 
Berkenaan dengan tugas Asisten pada Perwakilan Ombudsman 
(Asisten Pratama dan Asisten Muda), termasuk pula pada Perwakilan 
Ombudsman Sulawesi Selatan, pada dasarnya sama saja dengan jabatan 
Asisten Ombudsman lainnya (Asisten Madya dan Asisten Utama). Hal 
tersebut telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Ombudsman No 5 
Tahun 2010 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman, 
yang berbunyi, sebagai berikut : 
Asisten Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas membantu : 
a. Menangani laporan masyarakat 
b. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
c. Melakukan kerja sama antar lembaga dengan lembaga 
Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka koordinasi 
dan membangun jaringan kerja 
d. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
e. Menyampaikan saran kepadaPresiden, kepala Daerah atau 
pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan 
publik 
45 
f. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dan/atauPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan 
dalam rangka mencegah maladministrasi; dan 
g. Tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Dari poin-poin tersebut, maka pada dasarnya Asisten Ombudsman 
ialah pejabat pembantu ombudsman dalam rangka mengoptimalkan 
penyelenggaraan tugas dan wewenangnya sehingga dapat diwujudkan 
sebuah pelayanan publik yang prima dan berdasarkan pada prinsip 
keadilan sosial.  
Asisten Ombudsman dalam tata pelaksanaan tugasnya melakakuan 
penyelesaian laporan/pengaduan yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan 
Melihat dari tabel alur penyelesaian laporan/pengaduan diatas, mulai 
dari laporan masyarakat sampai selesai yang mengambil alih semua tugas 
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tersebut adalah Asisten Ombudsman. Asisten Ombudsman berhak untuk 
menerima atau menolak langsung laporan dari sipengadu jika terdapat 
kasus yang tidak sesuai dengan kewenangan Ombudsman. Contoh kasus 
yang biasanya ditolak langsung oleh Asisten Ombudsman pada tahap 
seleksi laporan yaitu URT (Urusan Rumah Tangga), laporan kasus URT 
yang pernah masuk dikantor Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan 
adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.45  
Adapun laporan pengaduan masyarakat yang tidak bisa  di terima 
langsung oleh Asisten Ombudsman, contohnya laporan pengaduan yang 
bercampuran, jika terdapat hal tersebut Asisten Ombudsman langsung 
mengajukan laporan pengaduan itu ke Kepala Perwakilan untuk diseleksi 
apakah laporan tersebut di terima atau ditolak, laporan kasus bercampuran 
yang pernah masuk dikantor Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan 
adalah kasus semacam kredit dengan BUMN yang dilaporkan secara 
bersamaan dalam satu laporan. Semua laporan yang di terima akan di 
disposisi oleh Kepala Perwakilan. Tidak satupun ada kasus yang dihentikan 
di tengah-tengah penyelesain kasus dikarenakan Asisten Ombudsman 
serta Kepala Perwakilan melakukan seleksi laporan pengaduan dengan 
sangat teliti sehingga tidak terdapat hal tersebut.46   
Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Asisten Ombudsman 
kasus pengaduan oleh masyarakat itu bisa diselesaikan dengan baik. 
Dalam 1 (satu) kasus Kepala Perwakilan Ombudsman memberikan 
                                                          
45 (Hasil wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Dwi 
Adiyah Prat iwi Bachtiar, S.H. pada tanggal 22 Agustus 2017 
46 Ibid. 
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tanggung jawab sepenuhnya kepada salah satu Asisten Ombudsman yang 
bersedia mengambil kasus tersebut. Asisten lainnya pun bisa turut 
membantu dalam penyelesaian kasus jika Asisten lainnya juga berada di 
lokasi/daerah yang sama, hanya saja yang bertanggung jawab dalam kasus 
tersubut itu adalah Asisten yang awalnya di tunjuk oleh Kepala Perwakilan 
Ombudsman lalu mengevaluasi kasus tersebut dengan Kepala Perwakilan 
serta Asisten lainnya. 47 
Sedangkan kasus yang sering ditangani oleh Ombudsman yaitu :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
47 Hasil wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, 
Ridwan, S.H. pada tanggal 17 Juli 2017 
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B. Pengaturan Hak-Hak Asisten Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan 
Dalam Peraturan  Ombudsman Republik Indonesia No 001 Tahun 
2009 tentang syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas 
dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman Pasal 20 yang berbunyi :  
Dalam menjelankan tugas dan kewenangnnya Asisten Ombudsman 
berhak : 
1. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan  
2. Menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintahan tentang Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia Ombudsman Republik Indonesia 
3. Atas cuti tahunan selama 12 (dua beles) hari kerja dengan 
pembayaran gaji penuh 
 
Kemudian diadakan perubahan menjadi Peraturan Ombudsman 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman. 
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Dan dalam Pasal 15 Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 dinyatakan 
bahwa Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Ombudsman Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal, dalam Peraturan 
Ombudsman No 1 Tahun 2009, mengatur tentang hak dan kewajiban dari 
asisten ombudsman sebagaimana diatur dalam 20 dan Pasal 21, 
sedangkan dalam Peraturan yang baru, yakni Peraturan Ombudsman No 5 
Tahun 2010 justru tidak mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban 
asisten ombudsman. Dan sebagai konsekwensi berlakunya asas lex 
posterior derogate lege priori (Ketentuan lama mengenyampingkan 
ketentuan yang baru), yang dikongkritkan dalam Pasal 15 Peraturan 
Ombudsman No 5 Tahun 2010, maka segala ketentuan dalam Peraturan 
Ombudsman No 1 Tahun 2009 tidak berlaku dan telah dikesampingkan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, seharusnya Peraturan 
Ombudsman No 5 Tahun 2010 perlu diperbaharui kembali dengan 
mengadakan hal mengenai hak dan kewajiban Asisten Ombudsman dalam 
menyelenggarakan tugasnya sebagaimana yang pernah diatur pada 
Peraturan Ombudsman No 1 Tahun 2009, sehingga Asisten Ombudsman 
termasuk Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki hak 
dan kewajiban yang jelas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. 
Salah satu kendala yang dialami oleh Asisten Ombudsman dalam 
pelaksanaan tugasnya di lapangan ialah persoalan jaminan sosial, yang 
mana Asisten Ombudsman tidak memiliki jaminan keselamatan kerja, 
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padahal pekerjaan seorang Asisten Ombudsman dalam menjalankan 
tugasnya di lapangan juga memiliki resiko-resiko kerja yang dapat 
membahayakan seorang pejabat asisten ombudsman. Padahal Pejabat 
ASN lainnya justru memiliki jaminan kecelakaan kerja dan kematian.48 
Faktor tersebut menurut penulis dikategorikan sebagai faktor sarana atau 
fasilitas dikarenakan menurut Soerjono Soekanto bahwa Faktor sarana 
atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.49 
Dan jaminan keselamatan kerja dapat dikategorikan sebagai perangkat 
lunak dalam pelaksanaan tugas asisten ombudsman, termasuk Asisten 
Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Meninjau dari poin pembahasan sebelumnya penulis menyatakan 
bahwa sudah cukup jelas bahwa Asisten Ombudsman tidak memiliki hak-
hak yang diatur secara kongkrit. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut 
penulis, seharusnya Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 perlu 
diperbaharui kembali dengan mengadakan hal mengenai hak dan 
kewajiban Asisten Ombudsman dalam menyelenggarakan tugasnya 
sebagaimana yang pernah diatur pada Peraturan Ombudsman No 1 Tahun 
2009, sehingga Asisten Ombudsman termasuk Asisten Ombudsman 
Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam 
melaksanakan tugasnya di lapangan. 
Disamping itu faktor yang juga paling berpengaruh pada Asisten 
Ombudsman dalam pelaksanaan tugasnya yaitu tidak adanya kejelasan 
                                                          
48 Hasil wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, 
Dwi Adiyah Pratiwi Bachtiar, S.H. pada tanggal 28 februari 2017 
49 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 19. 
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status jabatan, dalam Undang-Undang ASN No 5 tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara hanya ada dua jenis pegawai yaitu PNS (Pegawai 
Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai dengan Perjanjian Kerja) sedangkan 
Asisten Ombudsman hanya mengetahui dalam Undang-Undang No 37 
tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa 
Asisten Ombudsman adalah hanya pegawai tetap. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
50 Hasil wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Dwi Adiyah 
Prat iwi Bachtiar, S.H. pada tanggal 22 Agustus 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan atas hasil 
penelitian dalam tulisan ini, ialah sebagai berikut: 
1. Jabatan asisten ombudsman yang dapat menjabat di Perwakilan 
Ombudsman ialah jabatan asisten pratama dan asisten muda yang 
masing-masing memiliki kualifikasi persyaratan, dan selanjutnya 
ditentukan dan ditetapkan oleh Ketua Ombudsman setelah 
mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman. 
Adapun yang menjadi tugas dari Asisten Ombudsman, termasuk 
Asisten Ombudsman pada Perwakilan Ombudsman Sulawesi 
Selatan ialah sebagai berikut: 
a. Menangani laporan masyarakat 
b. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
c. Melakukan kerja sama antar lembaga dengan lembaga Negara 
atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam rangka koordinasi 
dan membangun jaringan kerja 
d. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
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e. Menyampaikan saran kepadaPresiden, kepala Daerah atau 
pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik 
f. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
dan/atauPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau 
kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam 
rangka mencegah maladministrasi; dan 
g. Tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Pelaksanaan Tugas Asisten Ombudsman Perwakilan Sulawesi 
Selatan di lapangan terdapat beberapa kendala, sebagai berikut : 
a. Peraturan Ombudsman No 5 Tahun 2010 tersebut justru sebagai 
dasar hukum berkaitan dengan tugas asisten ombudsman, 
meniadakan norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban 
asisten ombudsman, padahal sebelumnya (peraturan 
ombudsman No 1 Tahun 2009), justru mengatur tentang hal 
tersebut. Berikutnya,, dengan adanya Pasal 15 Peraturan 
Ombudsman No 5 Tahun 2010, membuat Peraturan 
Ombudsman No 1 Tahun 2009 menjadi tidak berlaku. Hal 
tersebut melahirkan sebuah konsekwensi bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya, Asisten Ombudsman tidak memiliki hak 
dan kewajiban yang diatur secara kongkrit. 
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b. Adapun fasilitas pendukung yang tidak dimiliki oleh Asisten 
Ombudsman, termasuk asisten ombudsman perwakilan 
Sulawesi selatan, yakni mereka tidak memiliki jaminan 
keselamatan kerja, padahal pekerjaan seorang Asisten 
Ombudsman dalam menjalankan tugasnya di lapangan juga 
memiliki resiko-resiko kerja yang dapat membahayakan seorang 
pejabat asisten ombudsman. Padahal Pejabat ASN lainnya justru 
juga memiliki jaminan kecelakaan kerja dan kematian. 
 
c. Tidak adanya status kepegawaian yang jelas bagi Asisten 
Ombudsman sebagaimana yang di atur dalam UU No 5 Tahun 
2014 Tentang ASN 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tuisan ini 
ialah sebagai berikut : 
1. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab asisten ombudsman termasuk asisten ombudsman 
perwakilan Sulawesi selatan, maka seharusnya Peraturan 
Ombudsman No 5 Tahun 2010 Tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Dan Tanggung 
Jawab Asisten Ombudsman perlu diadakan pembaharuan atau 
setidak-tidaknya kembali memberlakukan norma pada Peraturan 
yang berlaku sebelumnya (Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun 
2009), karena dalam Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 
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tersebut, tidak memuat hal mengenai hak dan kewajiban asisten 
ombudsman yang kedudukannya sangat esensial dalam 
pelaksanaan tugas asisten ombudsman di lapangan. 
2. Perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung bagi asisten 
Ombudsman termasuk asisten ombudsman perwakilan Sulawesi 
selatan dalam rangka meningkatkan semangat dan keselamatan 
kerja, seperti fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kematian, yang sebagaimana jaminan tersebut dimiliki oleh pejabat 
ASN lainnya. 
3. Perlunya memperjelas status kepegawaian Asisten Ombudsman 
menurut UU No 5 Tahun 2014. 
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